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PRAKATA

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sehat untuk kita semua

melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Berkah ridho

Allah SWT ‘Buku Bunga Rampai Webinar Relawan TTDKBC Bacth
2’ ini bisa diselesaikan. Buku ini disusun untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang dijumpai selama masa
pandemi. Informasi yang ilmiah yang disampaikan dalam bahasa yang lugas
dan jelas diharapkan dapat mempermudah dalam memahami informasi yang
disampaikan. Pemahaman ini sangat penting mengingat masih banyak
masyarakat baik dari lingkungan akedemisi maupun masyarakat luas yang
belum menerima sepenuhnya kebenaran tentang adanya virus corona ini.
Sebagai akibatnya masih ada yang mengabaikan dan melanggar protokol
Kesehatan. Adanya peningkatan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat
terkait masalah pandemi ini diharapkan penanggulan pandemi menjadi
semakin mudah dan bisa segera berakhir.

Pertama, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa

Akhirnya, saya sebagai Ketua TTDKBC mengucapkan terima kasih yang
sebanyak-banyak kepada seluruh anggota TTDKBC yang telah berjuang
bersama dengan segala tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk bisa
mewujudkan kegiatan miniwebinar series yang kemudian dituangkan
menjadi buku bunga rampai sebagai salah satu upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemic.Semoga buku ini
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan Allah membalas kebaikan
seluruh tim TTDKBC.

Wassalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh

Jember, Juni 2022

dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, SpBP-RE(K)
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PERAN MODAL SOSIAL DALAM MENEKAN

PANDEMI COVID 19
Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Dosen Jurusan/Prodi [lmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

andemi Covid 19 memberikan dampak yang cukup luas bagi

masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan, namun merambah pula

terhadap aspek social, ekonomi, spitual dan sebagainya. Pada awal-
awal virus ini menjadi pandemic, dampaknya luar biasa sangat terasa, tiap
hari selalu ada kasus kematian dari penderita. Angka kematian akibat
paparan virus ini sekarang mulai menurun dengan adanya berbagai upaya
yang telah dilakukan oleh para ahli kesehatan, perkembangan virus ini
walau secara eskalasi semakin meluas, tetapi dampak terhadap kematian
mulai berkurang. Namun demikian kewaspadaan untuk menekan pandemic
ini harus tetap dilakukan. Pemerintah melaporkan kasus Covid-19 di
Indonesia bertambah 59.635 kasus pada Jumat (18/2). Dengan begitu dari
awal masa pandemi, jumlah penderita Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat
telah mencapai 5.089.637 kasus. Data ini dengan rincian sebanyak
4.447.210 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (87.38%) dan
146.044 orang meninggal dunia (2.87%), sementara sisanya masih
menjalani perawatan.

Kebijakan pemerintah juga mulai dilonggarkan, kegiatan yang
melibatkan orang banyak sudah diperbolehkan dengan tetap mematuhi
protocol kesehatan. Karena protocol kesehatan diyakini mampu
mengendalikan persebaran virus dan meminimalisir resiko paparan. Dengan
demikian disiplin dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan
(Prokes) adalah kunci sekaligus merupakan vaksinasi non medis yang
efektif untuk menekan penyebaran Covid-19. sehingga dibutuhkan perilaku
disiplin baik secara individu maupun secara kolektif general yang dilakukan
dengan kesadaran penuh untuk melawan Covid-19.

Langkah social distancing bagi masyarakat dengan menerapkan
prinsip protocol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan/hand
sanitizer, jaga jarak/hindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh,
konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit komorbid dan memperhatikan
kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat yang diberlakukan
Pemerintah Indonesia pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak
mematuhi protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi covid-19
(Buana; 2020). Masyarakat cenderung mengabaikan prokes bukan hanya
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KEBIJAKAN PIDANA: PENCEGAHAN
COVID-19 MELALUI KETAATAN PROTOKOL

KESEHATAN
Halif, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia, pertama kali terkonfirmasi adanya kasus corona
virus disease 2019 (covid-19), yakni pada tanggal 2 Maret 2020. Dua orang
warga negara Indonesia dinyatakan terkomfirmasi covid-19 tertular dari
seorang warga negara Jepang (Media, 2021). Menyikapi hal tersebut,
pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan memutus
rantai penularan covid-19, salah satunya dengan menerbitkan kebijakan
tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Kebijakan PSBB sebagaimana dalam Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun
2020 merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinveksi covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran covid-19. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya
mencegah penyebaran terinveksi covid-19, dengan membatasi aktifitas atau
mobilitas penduduk dalam suatu wilayah diduka adanya peningkatan
terinveksi covid-19.

Transmisi covid-19 dari manusia ke manusia menjadi sumber
transmisi utama sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif, apalagi
varian baru delta dan omicron, kedua varian ini lebih cepat penularannya
hingga 40% dibandingkan varian sebelumnya (Omicron, Varian Baru
Covid-19, Lima Kali Lebih Menular Dibandingkan Virus Aslinya, n.d.).
Transmisi covid-19 dari pasian simptomatik terjadi melalui droplet yang
keluar saat batuk atau bersin. Hasil dari penelitian covid viable pada aerosol
(dihasilkan melalui nebulizer) selama kurang lebih 3 jam.Karakter covid-19
yang sedemikian rupa dapat dicegah penularannya dengan beberapa cara,
salah satunya melakukan proteksi dasar dengan mencuci tangan secara rutin
dengan alcohol atau sabun dengan air. Selain itu menjaga jarak, khususnya
dengan orang yang memiliki gejala batuk atau bersin. Selain itu selalu
menggunakan masker.

Berdasarkan pada karakteristik penularan covid-19 dan pencegahan
dasar, Kementerian Kesehatan melengkapi kebijakan PSBB untuk
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mencegah dan menanggulangi covid-19 dengan penerapan protokol
kesehatan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan di
Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian
Covid-19. Keputusan Menteri Kesehatan Tersebut sebagai acuan dalam
penetapan kebijakan dalam mencegah terjadinya episenter atau kluster baru
selama masa pandemi covid-19.

Kebijakan penerapan protokol kesehatan memperoleh dukungan
dari Presiden untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan instrumen penegakan hukum. Dukungan Presiden
tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Instruksi presiden tersebut secara
umum memberikan kepastian hukum dalam upaya peningkatan efektifitas
pencegahan dan pengendalian covid-19 di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Upaya peningkatan efektifitas pencegahan dan
pengendalian covid-19 dilakukan dengan peningkatan disiplin dan
penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, dengan cara
menciptakan instrumen hukum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota agar
kepastian hukum penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum
terwujud. Itulah, kurang lebih kandungan dari Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2020.

Instruksi presiden memperluas cara membangkitkan ketaatan
masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, awalnya menggunakan
kebijakan bersifat prefentif, seperti sosialisasi, edukasi dan anjuran kepada
kebijakan bersifat represif (penegakan hukum), seperti pelarangan atau
kewajiban terhadap perbuatan tertentu dan penerapan sanksi. Beberapa
pemerintah daerah menerbitkan peraturan gubenur tentang penerapan
protokol kesehatan dengan model sanksi yang diterapkan meskipun
berbentuk sanksi administratif.

Perkembangan kebijakan hukum pada ranah kebijakan hukum
pidana dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 dengan
meningkatkan ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan menarik untuk
dikaji. Apakah kebijakan pidana dapat diterapkan untuk meningkatkan
ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan
covid-19?

B. Pembahasan
Kebijakan hukum pidana secara sederhana menurut Barda Nawawi
Arief berkaitan pada dua hal, yakni (1) perbuatan apa yang seharusnya
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dijadikan tindak pidana; dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau
dikenakan kepada pelanggar (Barda Nawawi Arief, 2016, p. 30). Artinya,
kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang menentukan perbuatan
sebagai tindak pidana dan menentukan ancaman pidana yang dijatuhkan
kepada pelanggar tindak pidana tersebut.

Berpijak pada pengertian kebijakan hukum pidana, ketaatan
protokol kesehatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana
bermakna bahwa untuk meningkatkan ketaatan masyarakat kepada protokol
kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 menggunakan
instrumen hukum pidana. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan
perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan
pelanggaran hukum (tindak pidana) dan akan diancam dengan bentuk
pidana tertentu bagi yang melanggar pelanggaran tersebut.

Penggunaan kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan ketaatan
masyarakat terhadap protokol kesehatan memungkinkan untuk diterapkan.
Merujuk pada hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan
sosial (social policy), kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha
perlindungan masyarakat (social defence) (Barda Nawawi Arief, 2010, p.
77). Artinya penggunaan kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan
ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai wujud dari
perlindungan masyarakat. Jan Remmelink menyatakan bahwa tujuan hukum
pidana bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Remmelink menegaskan hukum
pidana ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat
(Jan Remmelink, n.d., p. 14). Pendapat Remmeling menegaskan bahwa
kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan ketaatan protokol kesehatan
dapat mengurangi terpaparnya covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa
kebijakan penerapan protokol kesehatan efektif melindungi masyarakat dari
paparan covid-19. Namun demikian, kebijakan protokol kesehatan tidak
akan ditaati dengan baik oleh masyarakat kalau tidak didukung oleh
kebijakan hukum pidana. oleh karena itu kebijakan hukum pidana
memungkinkan  diterapkan sebagai bentuk perlindungan kepada
masyarakat.

Sudarto telah memberikan kriterian berhubungan dengan penentuan
perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi), menurutnya dalam
menentukan perbuatan sebagai tindak pidana memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil maknur yang merata
materiil dan spritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu
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maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan
penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman
masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki,
yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau
spritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip
“biaya dan hasil” (cost benefit principle).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban tugas.

Apa yang dinyatakan Sudarto bersesuain dengan laporan hasil
Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980
di Semarang. Laporan simposium tersebut menyatakan bahwa untuk
menerapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu
memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena
merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat
mendatangkan korban.

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan
dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan
penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan
pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum
yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak
seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang
dimilikinya.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-
cita bangsa indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan
masyarakat.

Berpijak pada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam
menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, penentuan perbuatan tidak
mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak
pidana) hendaklah mempertimbangkan beberapa hal penting di atas.
Penentuan perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan sebagai pelanggaran
hukum merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Hal ini
dapat dilihat pada dampak yang dihasilkan oleh corona-19, baik dari
kesehatan, ekonomi dan sektor lainnya. Berdasarkan data Tim Covid 19,

82


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sampai hari ini yang meninggal dunia mencapai 156 ribu jiwa dari 6,04 juta
kasus covid-19.

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga
berdampak pada perekonomian Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan
Hanoatubun menyimpulkan bahwa dampak perekonomian oleh covid-19
sebagai berikut (Hanoatubun, n.d., p. 151): (1) terjadi dirumahkannya dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja, jumlahnya mencapai
1,5 juta pekerja; (2) adanya penurunan di sektor Manufacturing Indonesia
(PMI) sampai mencapai 4,5% sampai bulan Maret 2020; (3) terjadinya
penurunan dibidang impor pada Triwulan I sebesar 3,7%; (4) terjadi inflasi
terus menerus di bulan Maret 2020 sampai mencapai 2,96%; (5) adanya
pembatalan 12.703 penerbangan pada bulan Januari-Maret; (6) turunya
kunjungan turis ke Indonesia sampai mencapai 6.800 orang perhari; (7)
kehilangan pendapatan di sektor layanan udara sampai mencapat 207 Miliar;
dan (8) adanya penurunan okupasi pada 6 ribu hotel hingga 50%. Seluruh
dampak ekonomi ini menggambarkan bahwa covid-19 berdampak sangat
luarbiasa pada sektor ekonomi.

Melihat dampak covid-19 pada kesehatan dan ekonomi,
penanggulangan covid-19, salah satunya dengan menentukan kebijakan
hukum pidana pada perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan dapat
dilakukan. Namun demikian kebijakan hukum pidana tidak hanya
menentukan penyebab perlunya perbuatan dinyatakan sebagai tindak
pidana, seperti penentuan ketidak taatan pada protokol kesehatan sebagai
perbuatan pelanggaran hukum (tindak pidana). Kebijakan hukum pidana
juga menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang telah
ditetapkan sebagai tindak pidana.

G. Peter Hoefnagels dengan mengutip pendapat Marc Ancel
menyatakan bahwa kebijakan kriminal (criminal policy) adalah kebijakan
yang rasional dari riaksi sosial terhadap suatu kejahatan (G. Peter
Hoefnagels, 1973, p. 57). Apa yang diungkapkan Hoefnagels penting,
karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses
kriminalisasi terkadang ditetapkan secara emosiona (Barda Nawawi Arief,
2016, p. 35). Penetuan perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan
penentuan sanksi yang diterapkan pada tindak pidana tersebut merupakan
kebijakan hukum pidana yang berdasarkan rasionalitas. Oleh karena itu
kebijakan sanksi pidana yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang
melanggar protokol kesehatan hendaklah pemilihannya berdasarkan
pertimbangan rasionalitas.

Penentuan pidana terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana disesuaikan dengan tujuan dari pidana yang akan ditentukan.
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Dalam perkembangannya, pidana (punishment) dibedakan dengan tindakan
perlakuan (treatment). Dari beberapa pendapat yang dirangkum oleh Muladi
dan Barda Nawawi Arief (Muladi & Barda Nawawi Arief, n.d., p. 4) bahwa
pidana (punishment) mengandung ciri-ciri sebagai berikut: (1) pidana pada
hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau
akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana diberikan dengan
sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan (3) pidana
diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut
undang-undang. Sedangkan tindakan perlakuan (treatment) memiliki ciri
yang sama dengan pidana, tetapi tidak mengandung pernyataan pencelaan
terhadap diri pelaku. Sebagaimana pendapat Alf Ross bahwa pidana,
disamping memenuhi tiga ciri di atas, harus juga merupakan pernyataan
pencelaan terhadap diri pelaku.

Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau berat
ringannya penderitaan dari pidana bukanlah ciri yang membedakan antara
pidana (punishment) dan tindakan perlakuan (treatment). Perbedaan antar
keduanya dilihat dari tujuannya dan sebera besar peranan atau kelayakan
dari perbuatan pelaku tindak pidana terhadap adanya pidana atau tindakan
perlakuan.

Packer melanjutkan pendapatnya, tujuan utama dari tindakan
perlakuan (treatment) adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk
memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran.
Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang,
tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan
pidana (punishment) ditujukan pada: (1) untuk mencegah terjadinya tindak
pidana yang tidak dikehendaki; (2) untuk mengenakan penderitaan atau
pembalasan yang layak kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pendapat Packer tersebut, penentuan pidana pada
perbuatan yang dilarang ditentukan berdasarkan tujuan dan besaran
kelayakan tindak pidana yang akan terapkan pidananya. Berpijak pada
pendapat Packer, penentuan pidana pada perbuatan yang tidak mentaati
protokol kesehatan ditentukan berdaearkan tujuan sanksi pidana itu
diberikan dan kelayakan pidana yang ditentukan terhadap perbuatan
pelanggaran ketaatan protokol kesehatan.

Pemilihan kebijakan pidana terhadap perbuatan yang tidak mentaati
protokol kesehatan bertujuan memperbaiki pelaku pelanggaran ketidak
taatan protokol kesehatan. Artinya sanksi yang diberikan tujuanya bukan
untuk membalas karena dia melanggar ketaatan protokol kesehatan, tetapi
untuk memperbaikinya agar lebih berdisiplin mentaati protokol kesehatan.
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Jika arah kebijakan pidananya demikian, maka bentuk sanksi pidananya
adala tindakan perlakuan (treatment), seperti tegoran atau kerja sosial.
Pemberian sanksi pidana dalam konteks ketaatan pada protokol
kesehatan tidak dimaknai sebagai sanksi pidana penjara yang berbentuk
pembalasan. Bentuk sanksi pidana dalam wujud penjara atau pembalasan
tidak sesuai dengan tujuan dan kelayakan dari larangan perbuatan yang
diatur, yakni perbuatan ketaatan protokol kesehatan. Sehingga, sanksi
pidana yang tepat untuk perbuatan ketidak taatan pada protokol kesehatan
adalah treatment tindakan perlakuan, seperti tegoran atau kerja sosial.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan. Sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan covid-19
dapat memperketat masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Memperketat masyarakat menerapkan protokol kesehatan dapat dilakukan,
salah satunya dengan kebijakan hukum pidana, yakni menyatakan perbuatan
tidak mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan yang melanggar
hukum (tindak pidana). Penentuan perbuatan tidak pentaati protokol
kesehatan sebagai tindak pidana telah sesuai dengan dampak yang
diakibatkan oleh ketidak taatan protokol kesehatan.

Penentuan kebijakan hukum pidana tidak hanya penentuan
perbuatan ketidak taatan pada protokol kesehatan sebagai perbuatan yang
melanggar hukum (tindak pidana), tetapi juga menentukan pidana yang akan
diterapkan. Penentuan kebijakan pidana haruslah dipertimbangkan secara
rasional, agar sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilarang. Dalam
perkembangan pidana, sanksi pidana berbentuk pidana punishment
(pembalasan dan penderitaan) atau tindakan perlakuan (zreatment).
Berdasarkan pertimbangan tujuan pidana yang akan diterapkan dan
kelayakan berdasarkan perbuatan yang dilaran, bentuk sanksi pidana
terhadap perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan adalah tindakan
perlakuan (treatment), seperti tegoran atau kerja sosial.
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UPAYA KABUPATEN JEMBER DALAM

VAKSINASI COVID-19
Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus
berlangsung. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang
dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam
tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal
mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi Covid-
19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada,
merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan
mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd imunity). Selain itu,
vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem
kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi
dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Apa tujuan & manfaat vaksinasi COVID-19?
Terdapat empat tujuan utama vaksinasi COVID-19, antara lain:
1. Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh
Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus
yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan
merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.
2. Mengurangi Risiko Penularan
Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang
antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan
tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurang
risiko terpapar.
3. Mengurangi Dampak Berat dari Virus
Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika
sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau
gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling
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4. Mencapai Herd Immunity
Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau
negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir
risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19
Dengan adanya informasi diatas, diharapkan masyarakat akan
mendapatkan kesadaran bersama tentang betapa pentingnya melakukan
vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini.
Tujuan penting ini didasari dari tiga manfaat utama vaksin COVID-19
yang meliputi:
1. Melindungi individu yang divaksinasi.
2. Membentuk kekebalan kelompok (terutama jika jumlah orang yang
divaksinasi dalam masyarakat berada dalam jumlah cukup 70%).
3. Melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada
kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada
kelompok lainnya.

Banyak masyarakat bertanya, apakah vaksin COVID-19 aman?

Semua vaksin COVID-19 telah menjalani uji klinis dengan jutaan
orang dari segala usia, ras, dan etnis untuk memastikan penggunaan vaksin
COVID-19 yang aman. Pemantauan ketat setelah vaksinasi masih
berlangsung hingga hari ini. Di Indonesia, vaksin COVID-19 yang beredar
telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat (EU) dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM).

Efek samping vaksin COVID-19 yang paling umum adalah ringan,
seperti nyeri dan/atau kemerahan di tempat suntikan, lemas, sakit kepala,
nyeri otot, dan demam ringan. Menurut hasil uji klinis, hampir tidak ada
efek samping yang serius seperti reaksi alergi. Namun, orang yang
mendapatkan vaksin harus tinggal di rumah sakit selama 30 menit setelah
menerima vaksin COVID-19 untuk memastikan tidak terjadi efek samping
yang serius.

Peran Serta Pemerintah Kabupaten Jember dalam Vaksinasi COVID-
19

Upaya Percepatan Program Vaksin Covid-19 gencar dilakukan oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan
Pemerintah daerah Kabupaten Jember. Serangkaian upaya pencegahan
Covid-19 tetap dilakukan yang bersinergi dengan TNI POLRI diantaranya
Yustisi masker, pembagian masker di wilayah pasar, dan Isolasi Terpusat
(Isoter) yang siaga 24 jam.
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Strategi Percepatan vaksinasi Covid-19 Nasional

Ada 4 upaya startegi percepatan vaksinasi COVID-19 Nasional yang

juga diterapkan di daerah, yaitu

1. Melibatkan TNI/Polri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Intelijen
Negara (BIN) untuk percepatan vaksinasi

2. Mobilisasi sumber daya yang ada di setiap unit pelaksana teknis (UPT)
seperti rumah sakit vertikal, fasilitas Kesehatan untuk pelayanan
vaksinasi berbasis fasilitas layanan kesehatan maupun mobile ke
masyarakat.

3. Sentra vaksinasi melalui kerja sama dengan mitra lainnya seperti DPR,
OJK, perbankan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan seperti
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia serta
pihak swasta.

4. Dukungan DPR RI/DPRD dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan
memastikan pelaporan vaksinasi dan evaluasi sudah sesuai dengan data
masing masing daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bekerja sama dengan berbagai
instansi pemerintah maupun swasta untuk membuat banyak gerai gerai
vaksin di tiap kecamatan yang ada di kabupaten Jember selain jemput bola
bagi warga yang belum divaksin. Giat Vaksin Pemkab Jember - Kolaborasi
dari semua bidang lintas sektoral dengan /eading sector Dinas Kesehatan
telah menggandeng seluruh bidang untuk percepatan vaksinasi ini (11
Rumabh sakit daerah dan swasta, 2 rumah sakit khusus, 68 klinik pratama, 50
puskesmas di 31 kecamatan di Jember, 2 Perguruan Tinggi Negeri dan 1
PTS, POLRI dan TNI, Forkompimda dan muspika, tokoh agama dan tokoh
masyarakat) semua ikut terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi ini.

Pencapaian pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jember saat ini
mencapai 83,5% atau total sekitar 2,3 juta lebih jiwa dari 2,8 juta jiwa
jumlah penduduk warga kabupaten Jember yang dilaksanakan banyak cara
oleh petugas gabungan percepatan vaksinasi di Jember. Capaian dosis 1 saat
ini mencapai 83,5%, dosis 2 sebanyak 67,61% dan dosis 3 sebanyak
12,23%. Untuk lansia capaian dosis saat ini yaitu dosis 1 sebanyak 73,48%,
dosis 2 sebanyak 60,41% dan dosis 3 sebanyak 8,77%. Untuk capaian
vaksinasi pada anak-anak saat ini dosis 1 adalah 57,94% dan dosis 2
sebanyak 42,19%. Kekurangan capaian untuk target herd Immunity adalah
percepatan dosis 2 sebanyak 47.,831 sasaran dan percepatan dosis 2 lansia
sebanyak 26.856 sasaran. Untuk dosis 3 masih kurang 755.274 sasaran agar
bisa mencapai 50% target herd Immunity melalui vaksin booster.
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Saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi booster agar

herd immunity di Kabupaten Jember cepat meningkat. Sama dengan upaya
vaksinasi yang pertama, percepatan vaksinasi booster juga dilaksanakan
oleh berbagai kalangan di Jember. Terlebih pemberian vaksin bagi para
lansia dan anak-anak yang rentan terhadap serangan virus corona.
Mengingat varian omicron yang terus mengancam kesehatan masyarakat,
maka langkah vaksinasi harus segera dituntaskan sesuai target yang sudah

ditentukan.
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